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WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

  
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK 

NOMOR 32 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81 TAHUN 2017 

TENTANG SISTEM PROSEDUR PENYETORAN DAN PEMBAYARAN NON TUNAI 

PENDAPATAN/BELANJA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA PONTIANAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PONTIANAK, 

 

Menimbang 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Mengingat 

: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
: 

a. 

 
 

 
 
 

b. 
 
 

 
 

 
 
 

c. 
 

 
 
 

 
 
1. 

 
 

2. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

bahwa pengaturan pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah secara tunai telah ditetapkan dalam Peraturan 
Walikota Nomor 81 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur 

Penyetoran dan Pembayaran Non Tunai Pendapatan/Belanja pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak; 
 

bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pembayaran 
belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat 
jumlah, aman, efisien, transparan dan akuntabel, perlu 

menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota 
Nomor 81 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Penyetoran dan 

Pembayaran Non Tunai Pendapatan/Belanja pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak; 
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2017 
tentang Sistem Prosedur  Penyetoran dan Pembayaran Non Tunai 
Pendapatan/Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Pontianak;  
 
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II  Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah 

Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

SALINAN 
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3. 

 
 
 

 
4. 

 
 
 

5. 
 
 

 
6. 

 
 
 

 
7. 

 
 
 

 
8. 
 

 
 

 
9. 
 

 
 

10. 
 
 

 
 
 

 
 

 
11. 
 

 
 
 

12. 
 

 
 
 

13. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
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14. 
 

 
 
 

 
 

 
15. 
 

 
 
 

 
 

 
 
16. 

 
 

 
 
17. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak 

Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak 
Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak 

Nomor 133); 
 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak 
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak 

Nomor 149); 
 
Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2017 tentang Sistem Prosedur  

Penyetoran dan Pembayaran Non Tunai Pendapatan/Belanja pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak (Berita 
Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 81) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2017 tentang 

Sistem Prosedur  Penyetoran dan Pembayaran Non Tunai 
Pendapatan/Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 

Nomor 28) 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM  
PROSEDUR PENYETORAN DAN PEMBAYARAN NON TUNAI 

PENDAPATAN/BELANJA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK. 

 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2017 tentang Sistem 
dan Prosedur Penyetoran dan Pembayaran Non Tunai Pendapatan/Belanja pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota 
Pontianak Tahun 2017 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Walikota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 

81 Tahun 2017 tentang Sistem Prosedur  Penyetoran dan Pembayaran Non Tunai 
Pendapatan/Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak 

(Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 28) diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf m dan huruf n 

sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :  
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Pasal 8 
 

 

(1) Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non 

Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:     
a. pembayaran belanja transport akomodasi kepada masyarakat;   
b. pembayaran belanja yang dilaksanakan diluar daerah;  
c. pembayaran untuk pembelian benda pos; 
d. belanja jasa kurir/ekspedisi; 
e. transaksi belanja barang dan jasa BOS pusat;  

f. transaksi belanja BOSDA kurang dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 
g. transaksi belanja Badan Layanan Umum Daerah kurang dari Rp.500.000,- 

(lima ratus ribu rupiah); 
h. uang lembur untuk tenaga pegawai harian lepas; 
i. pembayaran biaya penyampaian SPPT PBB P2 kepada RT; 

j. pembayaran Pajak Kendaraan Dinas;  
k. belanja untuk keperluan uji Sampling Laboratorium;  

l. belanja barang dan jasa kurang dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);  
m. belanja pemulangan orang terlantar; dan 
n. belanja pemakaman untuk jenazah terlantar;  

  
(2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu 

Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan seluruh bukti 

pembayaran termasuk yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

 

Pasal II 
 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. 

 

 
Ditetapkan di Pontianak  

pada tanggal  11 April 2019 
 

WALIKOTA PONTIANAK, 
 
 

      ttd 
 
 

EDI RUSDI KAMTONO 

 

Diundangkan di Pontianak 
 

pada tanggal 11 April 2019  

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 
  

   ttd 
 

 MULYADI 
 

 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 32 


